
Menimbang : a.

Mengingat :1.

BUPATI MUARA ENIM
PRO\INSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI MUARA ENIM
NOMOR q TAH UN 2016

TENTANG

PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARA ENIM,

bahwa dalam rargka mewujudkan penyelenggaraan

pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan

nepotisme di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim,

perlu upaya mendorong ter$l.ljudnya integritas pengelola dan

penyelenggara negara;

bahwa untuk terwujudnya integritas pengelola dan

penyelenggara negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten

Muara Enim, pe.lu diatur pengendalian terhadap gratifikasi;

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 Undang-Undalg Nomor

30 Tahun 2OO2 ter.ta,lg Komisi Pemberantasan Korupsi, setiap

pegawai negeri atau penj,elenggata negata yang menerima

gratilikasi wajib melaporkar kepada Komisi Pemberantasan

Korupsi;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, huruf b dan huruf c, mal<a perlu menetapkan

Peraturan Bupati Muara Enim tentang Pengendalian Gratifikasi

di Lingkungan Pemerintailan Kabupaten Muara Enim;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan

Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan

l,€mbaran Negara Nomor 1821);

Undang-Undalg Nomor 2a Tahun 1'999 tentang

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dar Bebas dari Korupsi,

Kolusi, dan Nepotisme, (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2OO3 Nomor 75, Tambahan Irmbaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3581);

b.

d-

2.



3. Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan

Tindak Pidala Korupsi, (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4301) sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas

Undalg-Undaag Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan

Tindal< Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Republik

Indonesia Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2O1O tentang Peraturan

Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Irmbaran Negara Republik

Indonesia Tahun 201O Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5135);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2OO5 tentang Pedoman

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraal Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Iadonesia Tahun 2OO5

Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4593);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem

Pengendaliar Intern Pemerintah (SPIP) (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 20O8 Nomor 127, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2OO7 teft?.r'g

Pedoman Penanganan Pengadual Masyarakat di Lingkungan

Departemen Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;

9. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pembentukan

Organisasi dan Tata Kerja lnspektorat, Satuan Polisi Pamong

Praja dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Muara Enim

(Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2008 Nomor

15) sebagaimana tela} diubah dengan Peraturan Daerah Nomor

5 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor

15 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja

Inspektorat, Satuan Polisi Pamong Praja dan lembaga Teknis

Daerai Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten

Muara Enim Tahun 2013 Nomor 5);

10. Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 19 Tahun 2012 tenlatg
Grand Design dar Road Map Reformasi Birokrasi (Berita Daerah

Kabupaten Muara Enim Tahun 2012 Nomor 19);



MEMUTUSKAN

Menetapkan: PERATURAN BUPATI MUARA ENIM TENTANG PEDOMAN

PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN

PEMERINTAHAN KABUPATEN MUARA ENIM.

BAB I
KETENTUAN T]MI'M

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Kabupaten adalai Pemerintah Kabupaten Muara Enim.

2. Bupati adalah Bupati Muara Enim.

3. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di lingkungal Pemerinta-h

Kabupaten Muara Enim-

4. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disebut APIP, adalah

instansi pemerintah yang dibentuk dengal tugas melaksanakan pengawasan

intern di lingkungal pemerintah kabupaten.

5. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disebut KPI(, adalah lembaga

negara yang dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna

terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.

6. Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas yakni uang, barang, rabat

(d.iscount), komisi, pinjamal tanpa bunga, tiket pedalanan, fasilitas

penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya,

baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan

dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.

7. Gratifikasi dalam kedinasan adalah Gratifikasi yang diperoleh melalui

penugasan resmi/kedinasan sebagai wakil resmi dari instansi.

8. Penerima adalah Pegawai maupun lembaga di Pemerintah Kabupaten Muara

Enim, yang menerima uang/barang/jasa sehubungan dengan implementasi

penerimaan dan pemberian dalam konteks gratilikasi.

9. Unit Pengendalian Gratilikasi yang selanjutnya disebut UPG adalah unit yang

ditunjuk dan dibentuk oleh Bupati untuk melakukan lungsi pengendalian

Gratifikasi.



TUJUAN DAN RUANG
BAB II

LINGKUP PENGENDALIAN GRATIPIKASI

Pasal 2

Ttrjuan

Ttrjuan pengendalian gratifikasi adalah rnemberikan arah dan acuan bagi

pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten yang berkenaan dengan

penerimaan dan pemberian gratifikasi agai terlaksananya tata kelola

pemerintahan yang baik, bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme.

Pasal 3

Ruang Lingkup

Ruang lingkup penlrusunan Pedoman Pengendalial Gratifikasi adalal untuk

mengatur prinsip kehati hatian dengan etika penerimaan, pemberian dan

permintaan gratifikasi dan mekalisme pelaporar-rnya.

BAB III
KATAGORI GRATIFIKASI

Pasal 4

Penerimaan Gratifikasi

Penerimaan Cratilikasi terdiri dari :

a. cratilikasi yang dianggap suap, adalai Gratifikasi yang berhubungan dengan

jabatan dan berlawanan dengan tugas serta kewajibannya, tidak dilaporkan

ke KPK lebih dari 30 (tiga puluh hari) hari kerja sejak tanggal penerimaan;

b. Gratifrkasi yang tidak dianggap suap, adalah gratifikasi yang tidak

berhubungan dengan jabatal dal tidak berlawalan dengan tugas serta

kewajibannya.

Pasal 5

Gratifikasi yang dianggap suap

Penerimaan Gratifikasi yang dianggap suap sebagaimana yang dimaksud dalam

Pasal 4 huruf a adalah:

a. Penerimaar berupa uang/trarang/fasilitas lainnya dalam rangka

mempengaruhi kebijakan/keputusan/perlakuan pemangku kewenalgal;

b. Penerimaan berupa uang/barang/fasilitas lainnya berapapun nilainya dalam

setiap pelayanan terkait dengan tugas, wewenang atau tanggungiawabnya;



c. Penerimaan berupa uang/ barang/fasilitas lainnya bagi

dalam proses

pegawai/pengawas/tamu selama kunjungan dinas; dan

d. Penerimaan berupa uang/ barang/ fasilitas lainnya

penerimaan/promosi/mutasi pejabat / pegawa|.

Pasal 6

Gratihkasi yarlg tidak dianggap suap

Penerimaan Gratifikasi yang tidak diarggap suap sebagaimara yar1g dimaksud

dalam Pasal 4 huruf b adalai :

a. Peaerimaan yang diperoleh dari hadiah langsung/undian, diskon/rabat,
uouch.er, point reuqrds, ata\t souvenir yalg berlaku secara umum da:] tidak
terkait dengal kedinasal;

b. Penerimaan yang diperoleh karena prestasi akademis atau non-akademis

kejuaraan/perlombaan/kompetisi) dengan biaya sendiri dan tidak terkait

dengan kedinasan;

c. Penerimaan yang diperoleh dari keuntungan/bunga dari penempatan dana,

investasi atau kepemilikan saham pribadi yang berlaku secara umum dan

tidak terkait dengal kedinasan;

d. Penerimaal yang diperoleh dai'i kompensasi atas profesi di luar kedinasan

yang tidal< terkait dengan tugas fungsi dari pegawai negeri atau penyelenggara

negara, dan tidak melanggar konflik kepentingan dan kode etik pegawai;

e. Penerimaan yang diperoleh dari hubungan keluarga sedarah dalam garis

keturunan lurus dua derajat atau dalam garis keturunan ke samping satu

derq,at sepanjang tidak mempunyai konflik kepentingan dengal penerima

gratifikasi;

f. Penerimaan yang diperoleh dari hubungal keluarga semenda dalam garis

keturunan lurus satu derajat atau dalam garis keturunan ke samping satu

dera,jat sepanjang tidak mempunyai konflik kepentingan dengan penerima

gratifikasi;

g. Penerimaan yang diperoleh dari pihak yalg mempunyai hubungan keluarga

sebagaimana pada huruf e darl huruf f terkait dengan hadiah perkawinan,

khitarran anak, ulang tahun, kegiatan keagaaIl.aa,f/adal/tradisi dan bukan dari
pihat pihak yarg mempunyai konflik kepentingan dengan penerima gratihkasi;

h- Penerimaan yalg diperoleh dari pihat lain terkait dengan musibah atau

bencana, dan bukan dari pihak-pihak yang mempunyai konflik kepentingan

dengan penerima gratifikasi dengal batasan nilai per pemberi per orang

dengan total pemberian paling banyak Rp.1.OOO.OOO, {satu juta rupiah) dalam

1 (satu) tahun dari pemberi yang sama;



i. Pemberian sesama Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara dalam rangka
pisah sambut, pensiun, promosi jabatan, dan ulang tahun yang tidak dalarn

bentuk uang paling banyak Rp. 300.000,, (tiga ratus ribu mpiah) per

pemberian per orang dengan total pemberian Rp.1.0O0.O0O, (satu juta rupiai)
dalam 1 (satu) tahun dari pemberi yarlg sama;

j. Penerimaaa yarg diperoleh dari kegiatal resmi kedinasan seperti rapat,

seminar, workshop, konferensi, pelatihan, atau kegiatan lain sejenis yang

berlaku secara umum beberapa seminar kits, sertifikat dan plakat/cindera

mata, dal;
k. Penerimaan yang diperoleh dari acara resmi kedinasan dalarn bentuk

hidalgal/sajian/jamuan berupa makanan dan minuman yang berlaku umum.

Pasal 7

Penerimaal gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 wajib ditolak,

kecuali dalam kondisi tidak dapat dilakukan penolalan dikarenakan antara lain;

a. tidak diketahui proses pemberiannya, waktu maupun lokasi proses

penerimaan, serta tidal< diketahui identitas darl alamat pemberi;

b. penolakar ya;rg menyebabkan terganggunya hubungan baik.

Pasal 8

Penerimaal gratifikasi sebagaimara dimaksud dalam Pasal 6 tidak wajib

dilaporkar sepanjang gratilikasi tersebut tidak berhubungan dengal jabatan dan

tidak berlawanan dengan kewajiban atau tugas.

BAB IV
PEMANTAUAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 9

(1) Pemantauan dan pengendalian Gratifikasi di Lingkungar Pemerintah

Kabupaten dilaksanakan oleh UPG yang melekat pada APIP dan bertanggung
jawab kepada Bupati;

(2) UPG sebagaimana dimatsud pada ayat (1) dibentuk dan ditetapkan dengan

Keputusan Bupati,



(2)

(3)

(1)

urr%%L*
Pasal 10

Setiap penerimaar, pemberian dan penolatan Gratilikasi wajib dilaporkan
kepada UPG dengal mengisi formulir pelaporan sebagaimana tercantum
dalam lampiran peraturan ini, baik melalui surat maupun surat elektronik
paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak penerimaan g-atifikasi.

Setelal menerima laporan sebagaimana dimatsud pada ayat (1), UpG

meneliti gratifikasi yang diterima untuk menentukan gratilikasi yang

dianggap suap atau bukan.

Apabila hasil penelitian UPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

mempakan gratifikasi yang dianggap suap, UPG menyampaikan gratifikasi
tersebut kepada KPK dalam waktu paling lama 25 (dua puluh lima) hari kerja
sejak Gratifi kasi diterima.

BAB VI
PENGELOLAAN

Pasal 1 1

Dalam hal penerimaan Gratifikasi ditetapkan oleh KpK untuk dikelola
Pemerintah Kabupaten mata UPG dapat :

a. mengembalikan kepada pemberi gratifikasi;

b. menl'umbangkar kepada yayasal sosial atau lembaga sosiat lainnya dan /
atau dimusnahkan;

c. dimanfaatkan untuk penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten.

BAB VII
SANKSI

Pasal 12

Pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Bupati ini akan dikenakal sanksi
sesuai dengal ketentuan peraturan perundang undangan;

BAB VIII
PENUTUP

Pasal 13

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 33

Tahun 2014 tentang Pengendalian Gratiflkasi di Lingkungan Pemerintah

Kabupaten Muara Enim dicabut darl dinyatakan tidak berlaku lagi.



Pasal 14

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang

mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan

penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditet kan di Muara Egim
anggal 4 NP w\.v 2016

I MUARA ENIM,

MUZAKTR SAI SOHAR

Diundangkan di Muara Enim
pada tanggal 4 tka uL 2016

oada'n'
f L""'^

4rrf4,

-k

SEKRETARIS DAERAH
KABI'PATEN

DAERAH ll _

MUARA ENrM / /,.-

HASANUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2016 NOMOR 9



I.AMPIRAN : PERATURAN BUPATI MUARA ENIM
NOMOR :

TANCGAL :

FORMULIR 1

LAPORAN PENERIMAA].I GRATIFIKASI
DATA TEI,APiOR/PT!| ERIXA

Denaan ini pelapor bersedia untuk rrlenyerahkarr obyek peneri,naan vang dilaporkan
aaram temUar ini kepada urrit Pensendalian Gratifikasi selamtlat-lalnbatrrva 30
(tiAa puruh) hari keta sejak penetapan obl.ek penerilnaan tersebut menjadi rnilik
Pemerintah Kabupaten Muara Enim / lajnliya.

(tehpet)-,-(ta.ngsal,/ t'rnan / tal.un peraPoian)

Tanda Tangan

Unit Kerj a./ Jabatarr
Goll NIK Gol : NIK :

HP: Telp (ext) : Email:
DAIA PEUBERI

Jat atan / Pekerjaan

Hubungan pemben
dengan Pegawai dan
peayelenggara Negara /
Inatenai/ IPmhrta

HP: Telp {ext) :

I'RAIAX PETERI'f,AJI.IT

Gedung/ Lantai

Blokl Rr/Rw
Kel/Kec/Kota
Pukul,/Ha.i
'tenes9l, / Bl,l /
Thn

Uraian Kegiatan Dalarn
Kegatan si

Kedirlasa
I

Lainn,'a

Kegiat6n

cratilikasi
yang diterima

Bentuk

Jumlal/
Kuantitas

Nilai
Gratifikasi

Kelengkaparr
Dokumen
Pendulrung

1. Kelengkapan Dokl-urlen Pendukung
Ti&k 1

2. Surat Undanga'I Dinas
Tidak *)

Tidak.)

Tidak 1

Tidak t)

Biaya (khusus
Ya

Jika ya, sebutkn anggaran/ rckenina biaya yang dibebankan

Tidal<



F() ULIR 2

L/I.FORAI PBTOLAXAIf PEIIERIIf,AAL GRATIFIXTTISI DAIA PELAPOR

DATA PEIIIPOR

Unit Kerj a,/Jabatan
GoI/ MP Gol : IMK:
Noaor Kontak HP: I Telp (ext) : Email :

Jat atan / Pekerjaarr

Hubungan pelnberi
densan Pegawai dan
penyelengsara Negara /
Instdsi/ L€mbaea

HP: Telp (ext) : Email:

Dengan ini menyalnpaikan bat.wa saya telah 4eAeldE penerirnaan Gratifikasi dari I

DATA PEUSBRT

I'RAIAII PENOLAIiAX PIIiERIUAAII CRATIFITAAI

Denaan iDi laporan penolakan peneri.naan gratifikasi irli disarnpaikan'

(tempat).............., ........... (tanggallbdar1,/tal.un pelaporaJr)

Tarda Tangan

{ Nama Pelapor )

Gedr.rnsl I-,antai
/ Rraarrsaaa/
Blok,/ RT/RW

Kel/Kec/Kota
Puk!"rll Hari
Ta]rgeal/ Bln /
Thn

Uraia.Il Kegiatan

dalam ral:Iska)

Dalsrn
Kesiatan 1

Uraian
K€Aiatail

yana ditolak

Bentuk
cratitrkasi

Nilai Gratfikasi Rp.

Kelengkapan
Dokurnen
Pendukung

Tidal ")
2. Surat Urldaogan Dinas

fidak *)

3- Bukti Penolakm Penerimaan lalnnva
Tidak t)

Tidak ')

Tidak 1

dalarn

Jika ya, sebutkan anggamf,/ rekening biaya yans dibebankan

Tidak



FORUI'LIR 3

LAFONAX PEUBERIAT GRATIFII(AAI

DATA PEI"AFOR
NaJna
Unit Keri a / Jal,atan
GoI / NIK Gol INII(:

HP: I TelD {extl : I Email :

Jat atan / Pekeriaan

Hubungan penerima
Pesawai dan Penyelenssara
N€gara/ Instansi/ temba8a

I'RAIAX PETO!,/IXAJ| PEIIERIIIAAIT ORATIT'IXAAI
cedung/ Lantai

Blokl RT/RW

Kel/Kecll<ota
Pukul,/Hari
TolreeaT/ Bl'] /
Thn

Uraian Kegiatan Dalam
KeEiatan

Kedinasa
I

Lainn,'a

Kegiatan

yang drtolak
ciratitrkasi

Nilai Glatfikasi Rp.

PendukunA

1. Surat Tuss / Surat Perintah Perjalanan Dinas

2. Surat Undanaan Dinas

3. Elulti Perrolaksn Penerir:naEn laiarnya
Tidak *l

Tidak *)

Tidak r)

Biaya (khusus
Jika ,.a, sebutkan arsgamn/ rek€ning braya yans dibebant<an

Tidak

Ddgarr ini laporan penoral<e I,meritnaan gratifrkasi ini disalrlpaikan.

(tempat).............., ........... (tanssar,/brnan/tahun peraporan)

{ Nama Pelapor )



BORTI'LIR 4

L]IPORIII PEUII{TIAIT GRATINTASI

DATA

Unit Kerja/Jabatarr
col/NIK Gol : NIK :

Nomor Korlta]| HP: TelD lexd : Email :

Dengan iri menyampaik"n lapomr DgIElotrlL Gmtfikasi vang ber.l&t DGDGrrr.n dl, 'tlrpca.L.aaa dari:

DATA PEIIIYTA

URAIATT PER.uIrIAIIT GRAIIrTASI

Demikia]1 laporsrr perlnintaafl sratifrkasi iIri disarnpaikan'

(tempat)-..........-.., .........-. {tarlgsel/bula':!/ta}run pelaporan}

Tanda Tangan

( Nama Pelapor )

Jabatan / Pekerjaa]rl

Hubungan penerima dengan
Pegawai daj} PeEyelengga.a
Negara/ Instansi/ kmbaga

Hubungan Pegawaj
dan Pen),elengaat€ Mitra Kerja Bukan Non PNS

PNS Peny€dia Barang & Jast

Korporasi lnstansi Pemerintah

Lqinn).a

No. HP: Telp. Email :

Tempat

Graiifikasi

cedung/ I-arrtai

Blokl gI/Rw

Kel/Kec/Kota
Pukul,/ Haii
Ta gCaTlBl,] /
Thir

Uraian Kegiatan

daran ranska)

Dalarn
KeCiatan si

Kedinasa
I

Kegiatar:r

Jenis Gratifikasi Bentuk

Nitai Gratifikasi Rp.

Kelengkapan l- proposar pengajuan pelnberiail gratfikasi dari penerima
Tidak *l

Z. S.rrat U-aangan kepada penerima gratiflkasi
Tidal< *l

:. eutti peng"ngnaran pemberiafl gratfikasi
Tidek 'l

Surat penunjukan sebagai {,al<it instansi yans sa}r
sebaqai perrerima gratifikasi Tidal<.)

5" Brrktt p".gs..."tt pernberian sratilikasi / ta]rlda
Tidak'l

Tidak *l



NORUI'LIR S

Kepada
Dari
Tanggal

Sifat
lampiran
Perihal

rOTA DIXAS

gctretrrl3 Ira€rat K.bupatca fu.tr Edd
Urlt Pcrgcrddtu G t lte3l

Bl....a
I l..td bcrt t
laDotan Pcr.lgu.r drE Tttrdlk hq,* PcLDotaD
Pcrerlal. , P.nolelrtr, Itibcil.! da[ ParrDhtah
Ghtt6t rl

Sesuai dengan Pedolnm Pengendalian Gratilikasi, dengan ini kalni sa'rlpaikan
r-aoora-rr Rekapiiulasi dan Tindak Lanjut Pelaporan Penerimaan, Penolakan'
Pernberian darl Permintaan Cradrrkasi. vaitu sebagai berikut :

1- Pen€rlma.r

3. Pcmbcdln Gr.tllllrll

4. P..rrrbti.r Gn tl{t.3,

Demikian kami sampaikaq terima kasih .

Fdllltir

I'f,IT PEIIGEf, DAI,I'tr GR.f,TIfltrA8I.

No

Hubungan
Bentuk/

G!atili
kasi

Kegiatarr
dalam rarrgka

Nilai (Rp)
Tturdak
lanjut

2- P.lolilan Pclcrl$rtr

No
cratifiLa

Hubunaan
Berrtuk/

Gratin
kasi

Keeiatarr dalam rangka
penerima€n yang ditolak

Nilai (Rp)

No

Tempat
cratilika

Hubuflgan
Bentuk/

Gratifk
Kegiatan dalarn

rangka san/ tidak

colongan Nilai (Rp)
Angga.an

Teinpat
Gratifrka

si

Huburrgsn
Bentuk/

Gratifik
Kegiata-rl

Dalam Rangka
Tindak
I-€njLrt

Golongan Nitai (Rp)

( Nama Jelas )



IIORI{ULIR A

LAPIORA]I PROGRAM PEIIGEIIDALIAII GRATIFITASI

DEVTSI AITITITI IITSPEKTORT{I XABIIPATEII MUAITA EIUM
PERIODE

Sesuai densan Pedoman Pelaksaaan Sistem Pensendalian Gratitrkasi, pada proses Audir
Pemeriksaan di Lingkungan Pemerhtah Kabuparen Muara Enim dengan ini menyarakan sebagai berikur

Demikian laporan pmgrm pengendalian gatifikasl penode bulan ini kami sampaikan sebagai bagian dari
upaya efektivitas pelaksanaan progr:D pengendalian gratifikasi di Inspektorar l(abupaien Muara Enim.

MuaraEnim, .....-...-....-......, 2O16

]NSPEKTUR (ABUPATEN MUARA EN]M,

(.................... ..

Ditetaikan di Muara Enim
pada tlnggal

BUPATI MUARA ENIM,
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{o. UBiar Penge lalia! cratifikast Ch€ct Ltst

(etentuan pada Pedornan Pelaksanaa Sisrem pengendalian cratifikasi
Khususnya mergenai larangan penerimaan $atifikasi reiah disampaikan
scara lisan ataupun tertulis kepada audirce dm stakeholder lainnya dala@
senap proses audjt / Pemeriksaan pada perio.te bula, ini
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2 Terdapai penerimaan gratifikasi yang bersifar tidak resmi dalaa bentuk rrans,

bararg. tasJrras. ataJpur oe,rrimdn Srdrrrrkasr !ang bers.far kedina.U
dalam bentuk jamuan maka pada saat proses audit/ pemeriksaa di
linskungan Internal SKPD/ lnstansi/ lf,mba"sa pada periode bulan ini
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3 Atas terhadinya peDerimaan gratifikasi telah dilaporkan kepada unit

Pengcndalian (]ratnkasi palins Lambat 7(lujuh) hari keda sejat< sraritlkasi
dite rima ( dz6ij1r.a ,e.dapat perenmaan gratillkBi)
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Telah terjadi penotakan pene ma gratilikasi, terkait proses peoerikea/
audit di lingklnga intemal SXPD/ Instansi/ hdbaga dan atas penolakan
tersebut telah dilaporkan kepada Unit Pensendalian cratifikasi.
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MUZAKIR SAI SOHAR
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LT,UBAR REAXPITI'I.JIsI PEIfAI|GAI|AN DAIT T!ITDI'r I,IIIJUT PELTFORAX GRATIFIXAAI
lrltlt PEnGEf,DILtAIt CRATTTTXAEI XEpArrA EOUIAI PEUBERI ITASAI{ XORrrp€t (XpXl

DILITOXI'NGAI PWERII{TIII trABIIPAfEIi TUI'R.A ErIU

No. Tanggaf Tanggar Bentuk
Nilai
F,q. Ref

IItrIT PET(GBI{DAI'TT GRATIFIXAAI,

{ Nailla Jelas }
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LEIBIR PEr?RA'IAI| PE'(AICGAXAX AIAA I.APORAT GRATIflTAAI
I'I{IT PIf,rOEXTDALIAIT GRATIflXAAI XEPADA XOUISI PEXBERAN'TAEAI| KORIIPAI ITPK)

DILITGXI'TGAI{ PD IRII{'TAE TTABI'PATf,T{ IUARA E IU

No
Tanggaf Tanggal B€ntuk

Nila
i
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Nam Nam Nam

I'![IT PEIIGEXTDAJJAN GRATTIIIASI,

( Nama Jelas )


